
BUPATI PACITAN 
PRO VINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 111 TAHUN 2 0 2 3

TENTANG

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan
melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, 
penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja, 

b bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna 
mewujudkan birokrasi yang dmamis, lmcah dan 
professional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan 
Tmggi Pratama, Jabatan Admmistrasi dan Jabatan 
Fungsional di Lmgkungan Pemenntah Kabupaten 
Pacitan,

c bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada Instansi Pemenntah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi perlu disusun peraturan perundang-undangan 
dalam lmgkup kewenangan Daerah guna mengatur 
sistem keija di lmgkungan Pemenntah Kabupaten Pacitan 
untuk penyederhanaan birokrasi, 

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di 
Lmgkungan Pemenntah Kabupaten Pacitan untuk 
Peneyederhanaan Birokrasi,

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lmgkungan Propinsi Djawa Timur (Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tmgkat II Surabaya dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lmgkungan Propmsi Djawa Timur dan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 
Daerah Kota Besar dalam Lmgkungan Provmsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730),



2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494),

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856),

5 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402),

6 Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemenntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477),

7 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

8 Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Orgamsasi pada Instansi 
Pemenntah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Benta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546),

9 Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada Instansi Pemenntah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181),



10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9),

11 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem 
Pemenntahan Berbasis Elektromk Pemenntah Daerah 
Kabupaten Pacitan (Benta Daerah Tahun 2022 Nomor 
35), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 
Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem 
Pemenntahan Berbasis Elektromk Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pacitan (Benta Daerah Tahun 2023 Nomor 
46),

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN UNTUK 
PENYEDERHANAAN BIROKRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan
1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
2 Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Pacitan
3 Bupati adalah Bupati Pacitan
4 Perangkat Daerah yang selanjutnya dismgkat PD adalah unsur pembantu 

Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemenntahan yang 
menjadi kewenangan daerah

5 Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negen Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemenntahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan

6 Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang 
membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 
organisasi

7 Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan 
mekamsme kerja dan proses bisms Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan 
memanfaatkan sistem pemenntahan berbasis elektromk

8 Mekamsme Keija adalah proses dan cara kerja organisasi yang 
menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara 
yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, 
keahlian dan/atau keterampilan

9 Proses Bisms adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang 
menggambarkan hubungan kerja yang efektrf dan efisien antar unit 
organisasi untuk menghasilkan kmerja dan keluaran yang bermlai 
tambah sesuai dengan tujuan pendinan organisasi



10 Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemenntah

11 Unit Organisasi adalah Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tmggi Pratama, 
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang 
diangkat untuk memimpm suatu unit keija mandin berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan

12 Pimpman Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tmggi Pratama, 
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang 
diangkat untuk memimpm suatu Unit Organisasi tertentu

13 Pejabat Pemlai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling 
rendah pejabat pengawas atau pejabat lam yang diben pendelegasian 
kewenangan

14 Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat 
Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah 
Pimpman Unit Organisasi dalam penode waktu tertentu sesuai dengan 
kompetensi, keahhan dan/atau keterampilan

15 Sistem Pemenntahan Berbasis Elektromk yang selanjutnya dismgkat 
SPBE adalah penyelenggaraan pemenntahan yang memanfaatkan 
teknologi mformasi dan komumkasi untuk membenkan layanan kepada 
pengguna SPBE

16 Transformasi Manajemen adalah Penyesuaian sistem kerja sebagai 
tahapan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan penyederhanaan 
birokrasi

P a sa l2

Maksud dan tujuan penyesuaian sistem kerja yaitu 
a mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien,
b memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi, 
c mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia, dan 
d mengoptimalkan pemanfaatan teknologi mformasi dan komumkasi

Pasal 3

Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dan pelaksanaan reformasi 
birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemenntahan yang efektif dan 
efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE

Pasal 4

(1) Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan
a penyederhanaan struktur organisasi,
b penyetaraan jabatan, dan
c penyesuaian sistem keija

(2) Penyesuaian sistem keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi mekamsme kerja dan proses bisms

Pasal 5

Sistem kerja digunakan sebagai mstrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Organisasi di lmgkungan 
Pemenntah Kabupaten Pacitan setelah penyederhanaan struktur organisasi 
dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi



BAB II
MEKANISME KERJA

Bagian K esatu  
Umum

Pasal 6

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan 
dengan pnnsip 
a onentasi pada hasil, 
b kompetensi, 
c profesionalisme, 
d kolaboratif, 
e transparansi, dan 
f akuntabel

Pasal 7

(1) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdin 
atas
a kedudukan, 
b penugasan, 
c pelaksanaan tugas,
d pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 
e pengelolaan kmerja, dan
f pemanfaatan teknologi mformasi dan komumkasi

(2) Mekanisme kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur 
pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan 
penyederhanaan struktur orgamsasi dan penyetaraan jabatan

Bagian Kedua 
K edudukan

Pasal 8

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpman Tmggi 
Pratama, Pejabat Admmistrator atau Pejabat Pengawas

(2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja 
mandin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat 
Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan 
pelaksana

(3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur orgamsasi pada masing- 
masing Perangkat Daerah

Pasal 9

Rincian kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati 
mi



Bagian K etiga  
Penugasan

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat 
bekerja secara mdividu dan/atau dalam tim kerja dengan 
mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi 
berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan

(2) Penugasan secara mdividu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan 
pelaksana yang berasal dan dalam satu Unit Orgamsasi, lmtas Unit 
Orgamsasi, dan/atau lmtas Instansi Pemenntah

(3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lmtas Unit Orgamsasi 
dan/atau lmtas Instansi Pemenntah, Pejabat fungsional atau pelaksana 
yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dan Unit Orgamsasi 
pemilik kmerja

(4) Penunjukan Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan 
bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana yang memiliki kualifikasi
a Pejabat Fungsional dengan kategon keahlian,
b Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang memiliki pengalaman 

dan/atau kompetensi manajenal, 
c Pejabat Fungsional dengan jenjang yang paling tmggi, dan 
d Pelaksana dengan Pangkat/ Golongan Ruang tertinggi

Pasal 11

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui 
penunjukan dan/atau pengajuan sukarela

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan 
langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh Pejabat Pemlai 
Kmerja dan/atau Pimpinan Unit Orgamsasi untuk melaksanakan kmerja 
tertentu

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan 
aktif dan Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kmerja 
tertentu

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat 
Tugas oleh Pejabat Pemlai Kmerja atau Pimpman Unit Orgamsasi

Pasal 12

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Bupati mi

Bagian K eem pat 
P elaksanaan Tugas

Pasal 13

(1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi 
pelaksanaan tugas yang bersifat dalam Unit Orgamsasi, dan lmtas Unit 
Orgamsasi



(2) Tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dalam Peraturan Bupati mi

Bagian K elim a
Pertanggungjawaban P elaksanaan Tugas 

Pasal 14

Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara mdividu 
melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpman Unit 
Organisasi

Pasal 15

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Pejabat 
Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan 
pelaksanaan tugas kepada ketua tim

(2) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim 
melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpman Unit 
Organisasi secara berkala

(3) Pimpman Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk 
memmta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja

Pasal 16

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dalam Peraturan Bupati mi

Bagian K eenam  
P engelolaan Kinerja

Pasal 17

(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja 
secara mdividu maupun dalam tim kerja terdin atas
a perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi 

ekspektasi,
b pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi 

pendokumentasian kinerja, pembenan umpan balik berkelanjutan 
dan pengembangan kinerja pegawai, 

c pemlaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai, dan 
d tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pembenan 

penghargaan dan sanksi
(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja 
Pejabat Fungsional dan Pelaksana



Bagian K etujuh
Pem anfaatan T eknologi Inform asi dan K om unikasi

Pasal 18

(1) Unit Organisasi mengutamakan layanan admimstrasi pemerintahan 
berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang termtegrasi 
dalam mendukung sistem kerja Unit Organisasi

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi 
umum berbagi pakai

Pasal 19

(1) Setiap Unit Organisasi menggunakan aplikasi umum berbagi pakai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

(2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) 
digunakan sebagai tools dalam aplikasi khusus pelaksanaan penyesuaian 
sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi

(3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Aplikasi 
Sistem Keija

(4) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
mendukung sistem keija dikoordmasikan oleh tim koordinasi SPBE 
Pemermtah Kabupaten Pacitan

BAB III
PROSES BISNIS 

Pasal 2 0

(1) Penyusunan Proses Bisms merupakan acuan untuk menggambarkan 
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi

(2) Untuk penyesuaian sistem keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
sampai dengan Pasal 18, Perangkat Daerah melakukan perbaikan dan 
pengembangan Proses Bisms

(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisms melalui reviu dan evaluasi 
dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur

(4) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
terhadap
a peta subproses,
b peta relasi,
c peta lmtas fungsi, dan/atau
d peta level 1 dan turunannya
sesuai dengan metode yang digunakan

(5) Penetapan Peta Proses Bisms di lmgkungan Pemermtah Kabupaten 
Pacitan ditetapkan dengan Peraturan Bupati



BAB IV 
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Pacitan

D iundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 4  - 9  - 2 0 2 3

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 3  NOMOR 111

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 4 - 9 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

a^Fingkat I 
3 198903 1 006

engan aslmya 
n  Hukum,

Cis, M Si



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 111 TAHUN 2 0 2 3
TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PACITAN UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyederhanaan Birokrasi d i Lingkungan Pem erintah  
K abupaten P acitan

Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dan proses penataan 
birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemermtahan 
menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur 
organisasi, penyetaraanjabatan, dan penyesuaian sistem kerja

Penyederhanaan struktur organisasi, dilaksanakan dengan 
memdaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menten 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Instansi Pemenntah 
untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemenntah Kabupaten Pacitan 
menmdaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan

Penyetaraan jabatan dilaksanakan dengan pelantikan Pejabat 
Fungsional sesuai dengan surat persetujuan Menten Dalam Negen 
Nomor 800/8298/OTDA tanggal 16 Desember 2021 penhal Persetujuan 
Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Pacitan dan 
Surat Nomor 800/8785/OTDA tanggal 30 Desember 2021 penhal 
Persetujuan Penyetaraan di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Pacitan 

Setelah dilaksanakan implementasi penyederhanaan birokrasi 
tersebut, maka dilaksanakan penyesuaian sistem keija Pelaksanaaan 
penyesuaian sistem kerja dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Meten 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 
Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemenntah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi melalui penetapan Peraturan Bupati mi

B. S istem atik a  Pedom an
Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Pacitan 

untuk Penyederhanaan Birokrasi disusun dalam 2 (dua) Bab, yaitu
1 Bab I Pendahuluan, dan
2 Bab II Penyesuaian Sistem Kerja di Lingkungan Pemenntah Kabupaten 

Pacitan untuk Penyederhanaan Birokrasi



BAB II
PENYESUAIAN SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PACITAN UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Penyesuaian sistem keija di Lmgkungan Pemenntah Kabupaten Pacitan 
dilakukan setelah penyederhanaan struktur orgamsasi dan penyetaraan 
jabatan guna mewujudkan organisasi yang lebih sederhana dan lebih lmcah 
Penyesuaian sistem kerja dimaksud meliputi penyesuaian mekanisme kerja 
dan proses bisms

A. M ekanism e Kerja

Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja orgamsasi yang 
menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai ASN di lmgkungan 
Pemenntah Kabupaten Pacitan yang dilakukan dalam suatu sistem 
dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan 
Dengan penyederhanaan birokrasi, setiap Unit Orgamsasi terdin dan 2 
(dua) level struktur dan tim keija yang terdin dan kelompok Jabatan 
Fungsional atau pelaksana Tim keija terdin dan 1 (satu) jems atau lebih 
Jabatan Fungsional atau pelaksana yang dapat berasal dan lintas Unit 
Orgamsasi Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim keija 
dapat dipimpm oleh ketua tim

Penyederhanaan struktur pada beberapa unit orgamsasi 
masih dimungkinkan untuk memihki lebih dan 2 (dua) level struktur 
Pengecualian mi dilakukan pada Unit Orgamsasi dengan kntena 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Orgamsasi pada Instansi Pemenntah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi

Mekanisme keija paska penyederhanaan struktur orgamsasi 
disesuaikan dengan strategi Pejabat Level 1 dan/atau Pejabat Level 2 
Pejabat-pejabat tersebut memastikan kesiapan dukungan mfrastruktur, 
tata kelola, dan sumber daya yang optimal, serta memastikan kolaborasi 
dan smergitas pelaksanaan tugas yang ada Adapun mekanisme keija 
paska penyederhanaan struktur orgamsasi terbagi menjadi 3 (tiga) 
tahapan, yaitu

1 Tahapan Perencanaan
Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa 
kmeija orgamsasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis 
untuk mencapai tujuan dengan hasil konkrit adalah rencana keija 
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan diantaranya 
a Penyusunan dan penetapan peijanjian kmeija, perumusan 

strategi pencapaian target kmeija serta penugasan Pejabat 
Fungsional dan pelaksana di bawah koordmasi Pejabat Level 2 
oleh Pejabat Level 1

b Perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kmeija 
Pejabat Level 2 yang terdin dan penentuan pelaksanaan tugas 
dalam bentuk tim keija atau mdividu, penentuan kebutuhan 
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lmtas unit serta 
kebutuhan atas Ketua Tim

c Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk 
pencapaian target kmerja oleh Pejabat Fungsional dan 
pelaksana



2 Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan 
dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan nncian 
a Penyusunan nncian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran 

dan pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional atau 
pelaksana,

b Monitonng perkembangan dan pemberian umpan balik atas 
pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Level 2 dan/atau Ketua Tim, 
dan

c Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Level 
2

3 Tahapan Evaluasi
Tahapan Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan 
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah reviu atas 
hasil pelaksanaan tugas Tim Keija atau mdmdu oleh Pejabat Level 2 
dan Pejabat Level 1 Pelaksanaan kegiatan dmyatakan selesai setelah 
Pejabat Level 1 menenma hasil pelaksanaan kegiatan dan 
dmyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Tugas Dalam M ekanism e Kerja di Lingkungan Pem erintah Kabupaten Pacitan
untuk  Penyederhanaan Birokrasi
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B. P enyesuaian  yang Diperlukan u n tu k  M endukung M ekanism e Kerja di 
lingkungan P em erintah  K abupaten Pacitan

Pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pacitan untuk penyederhanaan birokrasi membutuhkan beberapa 
penyesuaian, diantaranya
1 Penentuan Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana,
2. Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana, dan 
3 Penyesuaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Penjelasan secara umum mekanisme kerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pacitan untuk penyederhanaan birokrasi adalah sebagai benkut

1. K edudukan
Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Pejabat Pemlai Kmerja Pejabat Pemlai Kmerja 
merupakan atasan langsung dari Pejabat Fungsional dan pelaksana 
dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau 
jabatan lam yang diben pendelegasian wewenang Secara umum 
kedudukan Jabatan Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten ditetapkan berada

a. di bawah Pejabat Level 2 bagi Unit Orgamsasi memihki 2 (dua) level 
atau lebih

Gambar 2 Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah 
Pejabat Level 2 bagi unit orgamsasi memiliki 2 (dua) level atau lebih

b di bawah Pejabat Level 1 bagi Unit Orgamsasi yang hanya memiliki 
1 (satu) level atau lebih dari 2 (dua) level namun unit pada level 2 
ada yang disetarakan seperti Dmas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pmtu
1) Unit Orgamsasi yang hanya memiliki 1 (satu) level struktur

Gambar 3 Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah 
Pejabat Level 1 bagi unit orgamsasi memiliki 1 (satu) level atau lebih



2) Unit Organisasi memiliki lebih dan 2 (dua) level, namun unit 
pada level 2 ada yang disetarakan

Gambar 4 Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah 
Pejabat Level 1 bagi unit organisasi yang memiliki 2 (dua) level namun 

unit pada level 2 ada yang disetarakan

2 . Penugasan
Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara mdividu atau 
tim kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpman Unit 
Organisasi Penugasan secara terencana dilakukan bersamaan/sesaat 
setelah perencanaan anggaran, sedangkan penugasan tak terencana 
dilakukan saat diperlukan
Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana baik secara mdividu atau 
dalam tim kerja dilakukan melalui dua cara yaitu 
a Penunjukan

Penunjukan merupakan cara penugasan Pejabat Fungsional dan 
pelaksana langsung dari Pejabat Pemlai Kinerja dan/atau Pimpman 
Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu Penunjukan 
dapat dilakukan di dalam Unit Organisasi atau lintas Unit 
Organisasi
1) Mekanisme penunjukan di dalam Unit Organisasi

Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berada di 
dalam Unit Organisasi yang sama dilakukan langsung oleh 
Pimpman Unit Organisasi bersangkutan

Gambar 5 Mekanisme Penunjukan didalam unit



2) Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas Unit Organisasi 
Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bersifat 
lintas Unit Organisasi dilakukan dengan tahapan sebagai 
benkut
a) Pimpinan Unit Organisasi pemilik kineija mengirimkan 

surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana kepada Pejabat Pemlai Kmerja dituju dimana 
Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud berada 
dengan tembusan Pejabat Pemlai Kmerja bersangkutan,

b) terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional 
atau pelaksana, Pejabat Pemlai Kmerja dituju dimana 
Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud berada, 
memproses dan menjawab permohonan pelibatan Pejabat 
Fungsional atau pelaksana tersebut,

c) apabila Pejabat Pemlai Kmerja dimana Pejabat Fungsional 
atau pelaksana dimaksud berada menyetujui pelibatan 
Pejabat Fungsional atau pelaksana, maka dengan 
rekomendasi dari Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Pemlai 
Kmerja dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana 
dimaksud berada menyusun surat penugasan untuk 
menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana yang 
sesuai dengan kritena yang disampaikan pemohon di 
dalam surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional 
atau pelaksana,

d) apabila Pejabat Pemlai Kmerja dimana Pejabat Fungsional 
atau pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui 
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana, maka Pejabat 
Pemlai Kmerja dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana 
dimaksud berada menjawab surat permohonan pelibatan 
tersebut dengan alasan mengapa tidak dapat menyetujui 
permohonan, dan

e) Pejabat fungsional dan pelaksana menenma surat 
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung 
jawab

3) Mekanisme penunjukan yang bersifat lmtas mstansi 
Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bersifat 
lmtas mstansi dilakukan dengan tahapan sebagai benkut
a) Pimpinan Unit Organisasi pemilik kmerja terlebih dahulu

menginmkan surat permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana kepada Pejabat yang Berwenang 
dengan tembusan Pejabat Pemlai Kmerja bersangkutan di 
mstansmya,

b) apabila Pejabat yang Berwenang setuju atas permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dan mstansi 
lain maka kemudian Pejabat yang Berwenang tersebut 
menginmkan surat permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana tersebut kepada Pejabat yang 
Berwenang mstansi yang dituju,

c) apabila surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau pelaksana disetujui oleh Pejabat yang Berwenang 
mstansi yang dituju, maka Pejabat yang Berwenang 
mstansi yang dituju menginstruksikan Pejabat Pemlai
Kmerja Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk
menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana yang 
bersesuaian dengan kritena yang dibutuhkan di dalam 
surat permohonan pelibatan,



d) terhadap mstruksi untuk menugaskan Pejabat Fungsional 
atau pelaksana, Pejabat Pemlai Kmerja dengan 
rekomendasi Pimpman Unit Organisasi dimana Pejabat 
Fungsional atau pelaksana berada menjawab ketersediaan 
Pajabat Fungsional atau pelaksana yang bersesuaian 
dengan kntena yang dibutuhkan di dalam surat 
permohonan pelibatan, dan

e) Apabila tersedia maka dilakukan hal sebagai benkut
1) Pejabat Pemlai Kmerja dituju menginmkan surat 

jawaban permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat 
Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan kepada 
Pejabat yang Berwenang Bilamana Pejabat yang 
Berwenang menyetujui surat jawaban permohonan 
pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional atau 
pelaksana yang ditugaskan, Pejabat yang Berwenang 
menginmkan surat jawaban permohonan kepada 
Pejabat yang Berwenang pemohon,

2) berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh 
Pejabat yang Berwenang, maka Pejabat Pemlai Kmerja 
atau Pimpman Unit Organisasi yang dituju 
menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai 
daftar Pejabat Fungsional atau pelaksana yang 
ditugaskan untuk bekerja sesuai pelibatan tersebut,

3) berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan 
maka Pimpman Unit Organisasi akan membenkan 
surat penugasan dan/atau bukti penugasan secara 
tertulis untuk kemudian disampaikan kepada Pejabat 
Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan dengan 
tembusan Pejabat yang Berwenang mstansi 
bersangkutan, Pejabat Pemlai Kmerja bersangkutan, 
dan Pejabat yang Berwenang mstansi pemohon, dan

4) Pejabat Fungsional dan pelaksana menenma surat 
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab

Surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana 
pada mekamsme penunjukan yang bersifat lintas Unit Organisasi 
atau lmtas mstansi sebagaimana disebutkan di atas, paling sedikit 
memuat
3 1 maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat

Fungsional dan pelaksana,
3 2 kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang

dibutuhkan,
3 3 ekspektasi/target kmerja dan Pejabat Fungsional dan 

pelaksana yang akan ditugaskan, dan 
3 4 durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan pelaksana

Pengajuan sukarela
Pengajuan sukarela merupakan cara penugasan Pejabat Fungsional 
atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dan Pejabat 
Fungsional atau pelaksana Pengajuan sukarela bertujuan untuk 
membenkan ruang peran aktif bagi Pejabat Fungsional atau 
pelaksana untuk dapat membantu pelaksanaan kmerja organisasi 
yang sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau 
keterampilannya, namun belum masuk ke dalam tugas yang telah 
ditetapkan sebelumnya Pengajuan sukarela hanya dapat dilakukan 
di dalam Unit Organisasi Pejabat Fungsional bersangkutan dan 
lmtas Unit Organisasi di lingkungan Pemenntah Kabupaten Pacitan



Pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme sebagai benkut
1) Mekanisme pengajuan sukarela di dalam Unit Organisasi

a) Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan
kemginannya secara lisan untuk dapat terlibat dalam 
pelaksanaan kmeija tertentu kepada Pimpman Unit
Organisasi,

b) apabila Pimpman Unit Organisasi menyetujui, maka
Pimpman Unit Organisasi menugaskan Pejabat Fungsional 
atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu 
tersebut, dan

c) Pejabat Fungsional dan pelaksana menenma surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung 
jawab
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Gambar 6 Mekanisme pengajuan sukarela di dalam unit
organisasi

2) Mekanisme pengajuan sukarela yang bersifat lmtas Unit
Organisasi
a) Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan surat 

permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan 
kinerja kepada Pimpman Unit Organisasi dituju dengan 
tembusan Pejabat Pemlai Kmeija dan Pimpman Unit 
Organisasi bersangkutan,

b) apabila Pimpman Unit Organisasi dituju menyetujui, maka 
Pejabat Fungsional dan pelaksana menyampaikan surat 
permohonan persetujuan yang telah disetujui oleh Pimpman 
Unit Organisasi yang dituju kepada Pejabat Pemlai Kinerja 
dengan tembusan Pimpman Unit Organisasi bersangkutan,

c) apabila Pejabat Pemlai Kinerja bersangkutan menyetujui 
maka kemudian Pejabat Pemlai Kinerja menyusun surat 
penugasan untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana untuk melaksanakan kmeija yang berada di 
Pimpman Unit Organisasi dituju, dan



d) Pejabat Fungsional dan pelaksana menenma surat 
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung 
jawab

Pelaksanaan Tugas
Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat dilakukan 
dalam tim kerja atau mdividu Beberapa hal yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas dalam tim kerja adalah
a pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat 

Fungsional dan Pelaksana yang berasal dan satu Unit Orgamsasi 
dan/atau lmtas Unit Orgamsasi,

b dalam tim kerja, pimpman Unit Orgamsasi dapat menunjuk salah 
satu pejabat fungsional atau pelaksana sebagai ketua tim kerja 
berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan, 

c pada tim kerja dimana terdapat anggota yang berasal dan lmtas 
Unit Orgamsasi dan/atau lmtas Instansi Pemenntah, Pejabat 
Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim 
diutamakan berasal dan Umt Orgamsasi pemilik kmerja 
tersebut, dan

d umlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana 
dalam tim kerja merupakan strategi dan Pimpman Unit Orgamsasi

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdm atas 
a Pelaksanaan tugas dalam Unit Orgamsasi

1) Pelaksanaan tugas dalam Unit Orgamsasi secara mdividu
dilakukan dengan ketentuan sebagai benkut
a) dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana 

secara mdividu, Pejabat Fungsional atau pelaksana 
melaksanakan tugas sesuai dengan matnk pembagian peran 
dan hasil masmg-masmg yang diselaraskan dengan rencana 
hasil kerja Unit Orgamsasi,

b) matnk pembagian peran dan hasil yang dilakukan oleh 
Pejabat Fungsional dan Pelaksana merupakan penjabaran 
atau turunan dan rencana hasil kerja Unit Orgamsasi, dan

c) dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana 
secara mdividu, Pejabat Fungsional atau Pelaksana 
memperhatikan
1 1 arahan dan strategi Pimpman Unit Orgamsasi,
1 2 target pencapaian kmerja Unit Orgamsasi, dan 
1 3 keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian 

kmerja Pejabat Fungsional atau pelaksana lam dalam 
Unit Orgamsasi

2) Pelaksanaan tugas dalam Unit Orgamsasi dalam tim kerja
dilakukan dengan ketentuan sebagai benkut
a) pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam 

tim kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas yang 
memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional 
dan/atau pelaksana dalam Unit Orgamsasi,

b) Tim kerja melaksanakan tugas Unit Orgamsasi sesuai 
arahan dan strategi Pimpman Unit Orgamsasi,

c) jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan 
tugas dan kegiatan, tim keija dapat menyampaikan 
permasalahan dan kendala beserta altematif rekomendasi 
kepada Pimpman Unit Orgamsasi untuk diputuskan 
dan/atau ditindaklanjuti,



d) Pimpman Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi 
secara berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim keija 
sebagai bahan input pengambilan keputusan dan pemberian 
arahan pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja,

e) bilamana diperlukan, dal am melaksanakan tugasnya, tim 
kerja berkoordinasi dengan Pejabat lam atau tim kerja lam, 
dan

f) koordmasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas 
dan kegiatan tim kerja

b Pelaksanaan tugas yang bersifat lintas Unit Organisasi
Pelaksanaan tugas lmtas Unit Organisasi dilakukan dalam tim kerja
lintas Unit Organisasi dengan ketentuan sebagai benkut
1) pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam 

tim kerja lintas Unit Organisasi dilakukan untuk 
melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan 
kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana lmtas Unit 
Organisasi,

2) Tim kerja melaksanakan tugas lmtas Unit Organisasi sesuai 
arahan dan strategi Pimpman Unit Organisasi pemilik 
kinerja,

3) jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan 
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan 
permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi 
kepada Pimpman Unit Organisasi pemilik kmerja untuk 
diputuskan dan/atau ditmdaklanjuti,

4) dalam hal diperlukan kolaborasi lmtas Pimpman Umt 
Organisasi dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala 
dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan 
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing 
Pimpman Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional dan 
pelaksana dimaksud berada untuk ditmdaklanjuti sesuai 
dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing,

5) bilamana diperlukan, tim keija dalam melaksanakan tugasnya 
berkoordinasi dengan Pejabat lam atau tim keija lam, dan

6) koordmasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas 
dan kegiatan tim keija

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja diperlukan adanya pembagian 
tanggung jawab Adapun pembagian tanggung jawab Pejabat Pemlai 
Kinerja, Pimpman Unit Organisasi, Ketua Tim, dan Anggota Tim adalah 
sebagai benkut
a tanggung jawab Pejabat Pemlai Kmerja meliputi

1) menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana keija 
organisasi,

2) memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan 
dengan strategi dan tujuan organisasi,

3) memastikan kesiapan dukungan mfrastruktur, tata kelola, dan 
sumberdaya yang optimal,

4) memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, 
dan

5) memastikan kolaborasi dan smergisitas pelaksanaan tugas dan 
fungsi antar Unit Organisasi



b tanggungjawab Pimpinan Unit Organisasi meliputi
1) menyusun dan menetapkan rencana kegiatan,
2) menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan 

kegiatan,
3) membenkan arahan terpadu, input dan feedback atas 

pelaksanaan kegiatan,
4) memastikan kolaborasi dan smergitas pelaksanaan tugas antar 

tim, dan
5) melakukan monitonng dan evaluasi pelaksanaan tugas tim

c tanggung jawab Ketua Tim meliputi
1) menyusun nncian pelaksanaan kegiatan,
2) membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, 

keahlian, dan/atau ketrampilan,
3) melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan,
4) membenkan umpan balik berkala kepada anggota tim,
5) melaporkan hasil kmerja anggota timnya kepada Pejabat Pemlai 

Kmerja dan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan 
sebagai bahan pertimbangan pemlaian kmerja Pejabat 
Fungsional dan Pelaksana, dan

6) melaksanakan kolaborasi dan smergitas pelaksanaan tugas 
antar anggota tim

d tanggungjawab anggota tim meliputi
1) menyusun rencana keija mdividu,
2) melaksanakan kmerja sesuai ekspektasi ketua tim, dan
3) melaporkan hasil kmerjanya kepada ketua tim

Pertanggungjawaban P elaksanaan Tugas
Terdapat dua macam pertanggungjawaban dalarm pelaksanaan tugas 
yaitu
a  Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau 

pelaksana secara mdividu
Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana secara 
mdividu maka Pejabat Fungsional atau pelaksana melaporkan 
pelaksanaan tugas secara langsung kepada Pimpinan Unit 
Organisasi

b. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau 
pelaksana dalam tim kerja
1) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai 

anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim, 
dan

2) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua 
tim kemudian melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada 
Pimpinan Unit Organisasi



c .  Penerapan M ekanism e Kerja di Lingkungan P em erintah Kabupaten  
Pacitan
1 . U nit O rganisasi dengan 2  (dua) Level Struktur

Gambar 7 Unit organisasi dengan 2 (dua) level struktur dengan Pejabat 
Level 2 sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpman Unit Organisasi

2 .  U nit O rganisasi dengan 1 (satu) Level Struktur

Pejabat Level 1 sebagai Pejabat Penilai Kineija dan Pimpman UmtOrganisas?

L I

Gambar 8
Unit Organisasi dengan l(satu) Level struktur dengan Pejabat Level 1 

sebagai Pejabat Penilai Kmeija dan Pimpman Unit Organisasi

3 .  U nit O rganisasi Sekretariat Daerah

Gambar 9
Unit Organisasi Sekretariat Daerah dengan Kepala Bagian sebagai 

Pejabat Penilai Kineija dan Pimpman Unit Organisasi



4 .  U nit O rganisasi yang m asih  m em ilik i leb ih  dari 2  (dua) Level 
Struktur
a Unit Organisasi yang masih memiliki lebih dan 2 (dua) Level 

Struktur dengan Pejabat Level 2 sebagai Pejabat Pemlai Kinerja dan 
Pimpman Unit Organisasi
Unit Organisasi yang asih memilki Pejabat Pengawas, Pejabat 
Pengawas berperan sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan 
tugas substansinya masmg masmg selayaknya Ketua Tim

Gambar 10
Unit Organisasi yang masih memiliki lebih dan 2 (dua) Level Struktur 

dengan Pejabat Pemlai Kmeijs dan Pimpman Unit Organisasi

b Unit Organisasi yang masih memiliki lebih dan 2 (dua) Level 
Struktur dengan Pejabat Level 1 sebagai Pejabat Pemlai Kinerja dan 
Pimpman Unit Organisasi
Unit Organisasi yang masih memiliki lebih dan 2 (dua) level 
struktur namun Pejabat Administrator ada yang disetarakan dan 
masih memiliki Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator berperan 
sebagai Pimpman Unit Organisasi dan Pejabat Pengawas berperan 
sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas substansinya 
masing-masmg selayaknya Ketua Tim

Gambar 11
Unit Organisasi yang masih memiliki lebih dan 2 (dua) Level Struktur dengan 
Pejabat Level 1 sebagai Pejabat Pemlai Kinerja dan Pimpman Unit Organisasi



D. Transform asi M anajem en

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi terdm dan tiga tahap yaitu 
penyederhanaan stmktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian 
sistem kerja Penyesuaian sistem kerja sebagai tahapan untuk mendukung 
opnmalisasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, merupakan bentuk dan 
pelaksanaan transformasi manajemen Penerapan transformasi manajemen 
secara efektif akan mewujudkan terciptanya pola kerja barn dalam 
organisasi

Selanjutnya agar optimal dalam penerapannya, maka pelaksanaan 
penyesuaian sistem kerja dikawal, dikendalikan dan didukung oleh tim 
transformasi manajemen Peran tim transformasi manajemen dalam 
pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tersebut, meliputi
1 dukungan pembmaan strategi organisasi, dengan tahapan 

a pengoordinasian pencapaian rencana strategis,
b penjamman efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Pemenntah Kabupaten Pacitan, dan 
c fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di lingkungan 

Pemenntah Kabupaten Pacitan
2 dukungan pembmaan smergitas organisasi, dengan tahapan

a  penguatan kolaborasi dan smergisitas antar unit organisasi di 
lingkungan Pemenntah Kabupaten Pacitan, dan 

b. penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di lingkungan 
Pemenntah Kabupaten Pacitan

Tim transformasi manajemen dilaksanakan oleh unsur kesekretanatan 
yang terdm dan Pejabat yang Berwenang, Pejabat level tertmggi, Pejabat 
Pemlai Kmerja dan pimpman unit yang abertanggungjawab atas sumber daya 
manusia, pimpman unit yang bertanggungjawab atas perencanaan kmerja dan 
anggaran

E. Penerapan Alur M ekanism e Kerja d i L ingkungan K abupaten Pacitan
1 Unit organisasi yang dipimpm oleh Pejabat Administrator dengan Pejabat 

Pengawas sebagai Pejabat Pemlai Kmerja

a. K edudukan

Gambar 12
Unit Organisasi yang dipimpm oleh Pejabat Administrator dengan 

Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Pemlai Kmerja



Pada struktur diatas maka kelompok JF dan pelaksana berkedudukan 
berada di bawah Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Level 2 yang berperan 
selaku Pejabat Pemlai Kinerja

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah 
Kecamatan

b. Penugasan

Gambar 13
Struktur Penugasan pada Sekretanat Daerah dengan Kepala Bagian 

sebagai Pejabat Pemlai Kinerja sekaligus Kepala Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan diatas, akan berlaku beberapa ketentuan
sebagai berikut
1) Pejabat level 1 akan menetapkan kinerja Pejabat Level 2,
2) Pejabat Level 2 akan memberikan pemlaian kinerja sekaligus 

membenkan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana, 
dan

3) Pejabat Level 2 berperan selaku Pejabat Pemlai Kmeija sekaligus 
selaku Pimpman Unit Organisasi

c . Alur M ekanism e Kerja
1) Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dan Pejabat Administrator 
menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja Perjanjian kinerja 
tersebut digunakan sebagai dasar penentuan pembagian tanggung 
jawab target kinerja bagi Pejabat Pengawas Selanjutnya Pejabat 
Administrator akan membenkan arahan dan koordinasi untuk 
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja bersama Atas 
arahan tersebut kemudian Pejabat Pengawas merumuskan strategi 
pencapaian target kinerjanya Arahan dan ekspetasi target kinerja 
disampaikan Pejabat Pengawas Kepada Pejabat Fungsional dan 
pelaksana dibawah koordinasmya

Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan 
Pejabat Fungsional atau pelaksana dan Unit Organisasi lain akan 
melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana lmtas unit Penyelesaian target kinerja dalam bentuk 
kegiatan dilakukan baik secara mdividu ataupun tim kerja sesuai 
arahan dan ekspetasi target kinerja Pejabat Pengawas



Selanjutnya Pejabat Pengawas menentukan perlu atau 
tidaknya penunjukan ketua tim keija Pada tahapan terakhir dan 
proses perencanaan, Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang 
bekeija secara mdividu maupun tim keija bersama Pejabat 
Pengawas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
untuk pencapaian target kinerja

2) Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimulai dan penyusunan nncian 

pelaksanaan kegiatan Rmcian pelaksanaan dilakukan dengan 
menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah disusun pada tahap 
perencanaan oleh mdividu, tim kerja, atau ketua tim Selanjutnya 
bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim keija dilakukan 
pembagian peran bagi anggota tim Pembagian peran anggota tim 
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/atau 
keterampilan

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan 
kegiatan tersebut Kolaborasi dimaksud terkait smkromsasi data, 
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal 
tersebut saja Monitoring perkembangan dan pembenan umpan 
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau 
sewaktu-waktu oleh Pejabat Pengawas dan /atau Ketua Tim Hasil 
pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, 
disampaikan kepada Pejabat Pengawas oleh mdividu atau Ketua 
Tim

3) Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi, Pejabat Pengawas menmjau hasil 

pelaksanaan kegiatan Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah 
sesuai dengan target disampaikan kepada Pejabat Administrator 
untuk ditinjau Pelaksanaan kegiatan dmyatakan selesai setelah 
Pejabat Administrator menenma hasil pelaksanaan kegiatan dan 
dmyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan

Umt Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas dengan Pejabat
Pengawas sebagai Pejabat Pemlai Kinerja

a. K edudukan

Gambar 14
Unit Organisasi yang dipimpm oleh Pejabat Pengawas dengan 

Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Pemlai Kinerja

Pada Struktur diatas maka Kelompok JF dan pelaksana 
berkedudukan berada di Level 1 yang berperan selaku Pejabat 
Pemlai Kinerja



Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah
1) UPTD pada Dinas Kesehatan, yaitu

a UPTD Laboratonum Kesehatan Daerah, dan 
b UPTD Gudang Farmasi Kesehatan

2) UPTD pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, yaitu UPTD 
Balai Latihan Kerja

3) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yaitu 
a UPTD Sumber Daya Air Wilayah I,
b UPTD Sumber Daya Air Wilayah II, 
c UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah I, dan 
d UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah II

4) UPTD pada Dinas Lmgkungan Hidup, yaitu 
a UPTD Pemrosesan Akhir Sampah, dan 
b UPTD Laboratonum Lmgkungan

5) UPTD pada Dmas Ketahanan Pangan dan Penkanan, yaitu 
UPTD Penkanan Budidaya Ait Tawar/Air Payau

6) UPTD pada Dmas Ketahanan Pangan dan Pertaman, yaitu 
a UPTD Pusat Kesehatan Hewan,
b UPTD Rumah Potong Hewan, 
c UPTD Taman Teknologi Pertaman, 
d Pelaksana Penyuluhan Pertaman Wilayah I, 
e Pelaksana Penyuluhan Pertaman Wilayah II, 
f Pelaksana Penyuluhan Pertaman Wilayah III, 
g Pelaksana Penyuluhan Pertaman Wilayah IV, 
h Pelaksana Penyuluhan Pertaman Wilayah V, 
i Pelaksana Penyuluhan Pertaman Wilayah VI, 
j Pelaksana Penyuluhan Pertaman Wilayah VII, dan 
k Pelaksana Penyuluhan Pertaman Wilayah VIII

7) UPTD pada Dmas Koperasi, Usaha Mikro dan Permdustrian, 
yaitu UPTD Dana Bergulir

8) UPTD pada Dmas Perhubungan, yaitu UPTD Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor

b . Penugasan

I Pejabat Level 1 sebagai Pejabat Pemlai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi

Gambar 15
Struktur Penugasan pada Unit Organisasi dengan satu level struktur, 

dengan Pejabat Level 1 sebagai Pejabat Pemlai Kmerja sekaligus sebagai
Pimpman Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas akan berlaku beberapa 
ketentuan sebagai benkut
1) Pejabat Level 1 akan membenkan pemlai an kmerja sekaligus 

membenkan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana, 
dan

2) Pejabat Level 1 berperan selaku Pejabat Pemlai Kmerja sekaligus 
selaku pimpman Unit Organisasi



c. Alur M ekanism e Kerja
1) Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dan Pejabat Pengawas selaku 
Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpman Unit Organisasi 
menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja Pejabat Pengawas 
akan memberikan arahan dan merumuskan strategi 
pencapaian target kinerja yang terdiri dan penentuan pelaksanaan 
tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan 
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta 
penentuan kebutuhan atas Ketua Tim Penyelesaian target kmeija 
yang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana 
dan lmtas Unit Organisasi harus melalui proses permohonan 
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lmtas Unit Organisasi

Pada tahapan terakhir dan proses perencanaan, Pejabat 
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara mdividu 
maupun tim kerja bersama Pejabat Pengawas menyusun rencana 
Pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target 
kinerja

2) Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimulai dan penyusunan nncian 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau 
pelaksana Penyusunan nncian pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran yang telah disusun sebelumnya Pelaksanaan kegiatan 
dilakukan oleh Pejabat fungsional atau pelaksana sesuai perannya 
Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, 
dan/atau keterampilan

3) Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi, Pejabat Pengawas menmjau hasil 

pelaksanaan kegiatan Hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan target ataupun ekspektasi dikembalikan kepada 
mdividu atau tim kerja untuk disesuaikan kembali Pelaksanaan 
kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat Pengawas menenma 
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan 
ekspektasinya

U nit O rganisasi Sekretariat Daerah
a. Kedudukan

Gambar 16
Unit Organisasi yang dipimpm oleh Sekretariat Daerah dengan Kepala 

Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja



b. Penugasan

Gambar 17
Struktur Penugasan pada Sekretanat Daerah dengan Kepala Bagian 

sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpman Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa 
ketentuan sebagai benkut
1) Asisten akan menetapkan kinerja Kepala Bagian,
2) Kepala Bagian akan membenkan pemlaian kinerja sekaligus 

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan 
Pelaksana, dan

3) Kepala Bagian berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja 
sekaligus selaku Pimpman Unit Organisasi

c. Alur M ekanism e Kerja
1) Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dan Sekretans Daerah yang 
menyusun dan menetapkan peijanjian kinerja Perjanjian kinerja 
tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Asisten sebagai 
penanggung jawab atas target kinerja tertentu Selanjutnva Asisten 
berdasarkan peijanjian kinerja yang telah ditetapkan dan dibagi 
oleh Sekretans Daerah akan membagi dan menunjuk Kepala Bagian 
sebagai penanggung jawab atas target kinerja tertentu

Kepala Bagian merumuskan strategi pelaksanaan pencapaian 
target kinerja yang terdm dan penentuan pelaksanaan tugas dalam 
bentuk Tim Keija atau mdividu, penentuan kebutuhan pelibatan 
Pejabat Fungsional atau pelaksana dan lmtas Unit Organisasi harus 
melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana lmtas Unit Organisasi

Pada tahapan terakhir dan proses perencanaan, Pejabat 
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara mdividu 
maupun tim kerja bersama Kepala Bagian menyusun rencana 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target 
kinerja



2) Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan nncian 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau 
pelaksana Penyusunan nncian pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran yang telah disusun sebelumnya Pelaksanaan kegiatan 
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya 
Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, 
dan/atau keterampilan

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan 
kegiatan tersebut Kolaborasi dimaksud terkait smkromsaasi data, 
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal 
tersebut saja. Monitoring perkembangan dan pembenan umpan 
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau 
sewaktu-waktu oleh Kepala Bagian dan/atau Ketua Tim Hasil 
pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, 
disampaikan kepada Kepala Bagian oleh Individu atau Ketua Tim

3) Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi, Kepala Bagian menmjau hasil 

pelaksanaan kegiatan Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai 
dengan target disampaikan kepada Asisten untuk ditmjau Hasil 
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan target ataupun 
ekspektasi disampaikan dan ditmjau oleh Sekretans Daerah 
Pelaksanaan kegiatan dmyatakan selesai setelah Sekretans Daerah 
menenma hasil pelaksanaan kegiatan dan dmyatakan telah sesuai 
dengan target yang diharapkannya

5 .  U nit O rganisasi yang dipim pin o leh  Pejabat P im pinan Tinggi 
Pratam a dengan Pejabat A dm inistrator sebagai Pejabat P en ilai 
Kinerja
a. K edudukan

Gambar 18
Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur diatas maka kelompok JF dan pelaksana 
berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level 2 
yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja



Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut 
adalah sebagai benkut
1) Sekretanat DPRD,
2) Inspektorat,
3) Dinas Pendidikan,
4) Dinas Panwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,
5) Dinas Kesehatan,
6) Dinas Sosial,
7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga, Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,
8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
9) Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
10) Satuan Polisi Pamong Praja,
11) Dmas Koperasi, Usaha Mikro dan Permdustnan
12) Dmas Perdagangan dan Tenaga Kerja,
13) Dmas Komumkasi dan Informatika,
14) Dmas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
15) Dmas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
16) Dmas Perhubungan,
17) Dmas Lmgkungan Hidup,
18) Dmas Penkanan,
19) Dmas Ketahanan Pangan dan Pertanian,
20) Dmas Perpustakan dan Kearsipan,
21) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah,
22) Badan Keuangan Daerah,
23) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia,
24) Badan Kesatuan Bangsa dan Pohtik, dan
25) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b. Penugasan

Gambar 19 Struktur Penugasan pada Unit Organisasi dengan dua level 
struktur,dengan Pejabat Level 2 sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus 

sebagai Pimpman Unit Organisasi



Dalam struktur penugasa di atas, akan berlaku beberapa 
ketentuan sebagai berikut
1) Pejabat level 1 akan menetapkan kinerja Pejabat Level 2,
2) Pejabat Level 2 akan membenkan penilaian kinerja sekaligus 

membenkan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana, 
dan

3) Pejabat Level 2 berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja 
sekaligus selaku Pimpinan Unit Organisasi

c . Alur M ekanism e Kerja

1) Tahap Perencanaan
Tahap Perencanaan dimulai dan Pejabat Pimpman Tmggi 

Pratama menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja Perjanjian 
kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan pembagian 
tanggung jawab target kinerja bagi Pejabat Administrator 
Selanjutnya Pejabat Pimpman Tmggi Pratama akan membenkan 
arahan dan koordmasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian 
target kinerja bersama Atas arahan tersebut kemudian Pejabat 
Administrator merumuskan strategi pencapaian target kinerjanya 
arahan dan ekspektasi target kmeja disampaikan Pejabat 
Administrator kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana dibawah 
koordmasmya

Penyelesaian target kmerja yang membutuhkan pelibatan 
Pejabat Fungsional atau pelaksana dan Unit Organisasi lam akan 
melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana lintas unit Penyelesaian target kmerja dalam bentuk 
kegiatan dilakukan baik secara mdvidu ataupun tim kerja sesuai 
arahan dan ekspektasi target kinerja Pejabat Administrator

Selanjutnya Pejabat Administrator menentukan perlu atau 
tidaknya penunjukan ketua tim kerja untuk kegiatan yang 
dilakukan oleh tim keija Pada tahapan terakhir dan proses 
perencanaan, Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja 
secara mdividu maupun tim kerja bersama Pejabat Admmistrator 
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk 
pencapaian target kmerja

2) Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimulai dan penyusunan nncian 

pelaksanaan kegiatan Rmcian pelaksanaan dilakukan dengan 
menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah disusun pada tahap 
perencanaan oleh oleh mdividu, tim kerja, atau ketua tim 
Selanjutnya bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim 
kerja dilakukan pembagian peran bagi anggota tim Pembagian 
peran anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian 
dan/atau keterampilan

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan 
kegiatan tersebut Kolaborasi dimaksud terkait smkromsasi data, 
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal 
tersebut saja Monitoring perkembangan dan pembenan umpan 
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau 
sewaktu-waktu oleh Pejabat Administrator dan/atau Ketua Tim 
Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, 
disampaikan kepada Pejabat Admmistrator oleh mdividu atau ketua 
tim



3) Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi, Pejabat administrator memnjau hasil 

pelaksanaan kegiatan Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai 
dengan target disampaikan kepada Pejabat Pimpman Tmggi 
Pratama untuk ditmjau Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai 
setelah Pejabat Pimpman Tmggi Pratama menenma hasil 
pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target 
yang diharapkannya

6. U nit O rganisasi yang dipim pin o leh  Pejabat P im pinan Tinggi 
Pratam a dengan Pejabat P im pinan T inggi Pratam a sebagai Pejabat 
P enilai Kinerja

a. K edudukan

l
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

3E
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Peiabat Level 2 sebagJu Peiabat Penilai Kineqa
PEJABAT
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PEJABAT
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Gambar 20
Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpman Tinggi Pratama dengan 

Pejabat Pimpinan Tmggi Pratama dan Pejabat Administrator sebagai
Pejabat Penilai Kineija

Pada struktur diatas maka kelompok JF dan pelaksana 
berkedudukan di bawah Pejabat Pimpman Tmggi Pratama sebagai 
Pejabat Level 1 Pejabat Pimpman Tmggi Pratama berperan selaku 
Pejabat Penilai Kmerja

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu

b. Penugasan

PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I Pejabat Level 2 sebiagai Pejabat Penilai

PEJABAT ADMINISTRATOR

KELOMPOK JF  DAN 
PELAKSANA

PEJABAT PENGAWAS

Gambar 21
Struktur penugasan pada Unit Organisasi dengan Pejabat Level 1 sebagai 

Pejabat Penilai Kineija dan Pimpman Unit



Dalam struktur penugasan diatas akan berlaku beberapa 
ketentuan sebagai benkut
1) Pejabat Level 1 sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpman 

Unit Organisasi
Pejabat Pejabat Level 1 akan membenkan pemlaian 
kinerja sekaligus membenkan penugasan bagi Pejabat 
Fungsional dan pelaksana, dan
Pejabat Level 1 berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja 
sekaligus selaku pimpman Unit Organisasi

2) Pejabat Level 2 adalah Pejabat Admmistrator sebagai Pejabat 
Penilai Kinerja dan Pimpman Unit Organisasi

Pejabat Level 1 akan menetapkan kinerja Pejabat Level, 
Pejabat Level 2 akan membenkan pemlaian kineija 
sekaligus membenkan penugasan bagi Pejabat Fungsional 
dan pelaksana, dan
Pejabat Level 2 berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja 
sekaligus Pimpman Unit Organisasi

Alur M ekanism e Kinerja
Pejabat Level 1 sebagai Pejabat Penilai Kineija dan Pimpman Unit 
Organisasi
1) Tahap Perencanaan

Perencanaan dimulai dan Pejabat Pimpman Tmggi Pratama 
selaku Pejabat Penilai Kineija sekaligus Pimpman Unit Organisasi 
menyusun dan menetapkan peijanjian kineija Selanjutnya Pejabat 
Pimpman Tmggi Pratama membenkan arahan dan merumuskan 
strategi pencapaian target kineijanya Arahan dan ekspektasi target 
kineija disampaikan Pejabat Pimpman Tmggi Pratama kepada 
Pejabat Fungsional dan pelaksana dibawah koordmasmya

Penyelesaian target kineija yang membutuhkan pehbatan 
Pejabat Fungsional atau pelaksana dan Unit Organisasi lam akan 
melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana lmtas unit Penyelesaian target kineija dalam bentuk 
kegiatan dilakukan baik secara mdvidu ataupun tim kerja sesuai 
arahan dan ekspektasi target kineija Pejabat Pimpman Tmggi 
Pratama

Selanjutnya Pejabat Pimpman Tmggi Pratama menentukan 
perlu atau tidaknya penunjukan ketua tim keija untuk kegiatan 
yang dilakukan oleh tim kerja Pada tahapan terakhir dan proses 
perencanaan, Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja 
secara mdividu maupun tim kerja bersama Pejabat Pimpman Tmggi 
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk 
pencapaian target kineija

2) Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional atau 
pelaksana Penyusunan nncian pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran yang telah disusun sebelumnya Pelaksanaan kegiatan 
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai perannya 
Pembagian peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian 
dan/atau keterampilan



Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan 
kegiatan tersebut Kolaborasi dimaksud terkait smkronisasi data, 
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal 
tersebut saja

Monitoring perkembangan dan pembenan umpan balik atas 
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu- 
waktu oleh Pejabat Pimpman Tmggi Pratama dan/atau Ketua Tim 
Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, 
disampaikan kepada Pejabat Pimpman Tmggi Pratama oleh mdmdu 
atau ketua tim

3) Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi, Pejabat Pimpman Tmggi Pratama 

menmjau hasil pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan 
dmyatakan selesai setelah Pejabat Pimpman Tmggi Pratama 
menenma hasil pelaksanaan kegiatan dan dmyatakan telah sesuai 
dengan yang diharapkannya

Pejabat Level 2 sebagai Pejabat Pemlai Kinerja dan Pimpman Unit 
Organisasi

1) Tahap Perencanaan
Tahap an perencanaan dimulai dan Pejabat Pimpman Tmggi 

Pratama menyusun dan menetapkan perjanjian kmeija Perjanjian 
kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan pembagian 
tanggung jawab target kmerja bagi Pejabat Administrator 
Selanjutnya Pejabat Pimpman Tmggi Pratama akan membenkan 
arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan 
pencapaian target kmerja bersama Atas arahan tersebut kemudian 
Pejabat Admmistrator merumuskan strategi pencapaian target 
kmerjanya arahan dan ekspektasi target kineja disampaikan 
Pejabat Administrator kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana 
dibawah koordmasmya

Penyelesaian target kmerja yang membutuhkan pelibatan 
Pejabat Fungsional atau pelaksana dan Unit Organisasi lam akan 
melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana lmtas unit Penyelesaian target kinerja dalam bentuk 
kegiatan dilakukan baik secara mdvidu ataupun tim kerja sesuai 
arahan dan ekspektasi target kmeija Pejabat Admmistrator

Selanjutnya Pejabat Admmistrator menentukan perlu atau 
tidaknya penunjukan ketua tim kerja untuk kegiatan yang 
dilakukan oleh tim kerja Pada tahapan terakhir dan proses 
perencanaan, Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja 
secara mdmdu maupun tim kerja bersama Pejabat Admmistrator 
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk 
pencapaian target kmerja

2) Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimulai dan penyusunan nncian 

pelaksanaan kegiatan Rmcian pelaksanaan dilakukan dengan 
menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah disusun pada tahap 
perencanaan oleh oleh mdmdu, tim kerja, atau ketua tim 
Selanjutnya bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim 
kerja dilakukan pembagian peran bagi anggota tim Pembagian 
peran anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian 
dan/atau keterampilan



Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan 
kegiatan tersebut Kolaborasi dimaksud terkait sinkronisasi data, 
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal 
tersebut saja Monitoring perkembangan dan pemberian umpan 
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau 
sewaktu-waktu oleh Pejabat Administrator dan/atau Ketua Tim 
Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, 
disampaikan kepada Pejabat Administrator oleh mdividu atau ketua 
tim

3) Tahap Evalusi
Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator menmjau hasil 

pelaksanaan kegiatan Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai 
dengan target disampaikan kepada Pejabat Pimpman Tinggi 
Pratama untuk ditmjau Pelaksanaan kegiatan dmyatakan selesai 
setelah Pejabat Pimpman Tmggi Pratama menenma hasil 
pelaksanaan kegiatan dan dmyatakan telah sesuai dengan target 
yang diharapkannya

UOBK yang dipimpm oleh Direktur merupakan Pejabat Administrator, 
dengan Kepala Bagian / Kepala Bidang merupakan Pejabat 
Administrator, dengan pejabat pengawas sebagai pejabat level 2 
merupakan Pejabat pemlai kmeija sekaligus pimpman Unit Orgamsasi

a . K edudukan

Gambar 22
UOBK yang dipimpm oleh Pejabat Administrator sebagai Pejabat 

Level 1, dengan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Level 2 
merupakan Pejabat Pemlai Kmeija sekaligus Pimpman Unit

Pada struktur diatas maka kelompok JF dan pelaksana 
berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas sebagai Level 2 yang 
berperan selaku Pimpman Unit Orgamsasi

UOBK yang menerapkan penggambaran tersebut adalah RSUD 
dr Darsono.



b . Penugasan

Gambar 23
Struktur penugasan pada UOBK yang dipimpin oleh Direktur merupakan 
Administrator, dengan Kepala Bagian/Kepala Bidang sebagai PimpmanUnit 
Organisasi sekaligus Pejabat Penilai Kmerja Organisasi sekaligus Pejabat

Penilai Kmeija

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa
ketentuan sebagai benkut

1) Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengampu Urusan 
Bidang Kesehatan di Kabupaten menyusun Rencana Strategis 
(Renstra),

2) Direktur sebagai Pejabat Level 1 menggunakan Renstra sebagai 
acuan menyusun Peijanjian Kmerja,

3) Direktur menetapkan kmerja Kepala Bagian/Kepala Bidang,
4) Kepala Bagian/Kepala Bidang menetapkan kmerja Pejabat 

Pengawas,
5) Pejabat Pengawas akan memlai kmerja sekaligus membenkan 

penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana,
6) Pejabat Pengawas berperan sebagai Pejabat Penilai Kmeija dan 

Pimpinan Unit Organisasi
7) apabila terdapat Pejabat Fungsional dengan Jenjang Ahli 

Muda pada Unit Organisasi, maka Pejabat Pengawas tidak 
berperan sebagai Pejabat Penilai Kmerja dan hanya berperan 
sebagai Pimpman Unit Organisasi yang membenkan 
penugasan dan melaksanakan pengelolaan kmeija bagi Pejabat 
Fungsional Ahli Muda tersebut,

8) pemlaian kmeija bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda 
dilaksanakan oleh Kepala Bidang/Kepala Bagian,

9) Pejabat Pengawas menetapkan kmerja Pejabat Fungsional 
Ahli Muda setelah berkoordinasi dengan Kepala Bagian/ 
Kepala Bidang selaku Pejabat Penilai Kmerja bagi Pejabat 
Fungsional Ahli Muda,

10) Pejabat Pengawas menetapkan rekomendasi pemlaian kmerja 
Pejabat Fungsional Ahli Muda yang digunakan sebagai 
acuan oleh Kepala Bagian/Kepala Bidang selaku Pejabat 
Penilai Kmeija bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda untuk 
membenkan pemlaian kmerja,



11) apabila dalam pencapaian target kmeija Organisasi 
membutuhkan keberadaan Pejabat Fungsional Ahli Madya 
secara definitif dan bukan melalui mekanime pelibatan Pejabat 
Fungsional dan Pelaksana lintas Unit Organisasi/ mstansi 
Maka Pejabat Pengawas tidak berperan sebagai Pejabat Penilai 
Kinerja sekaligus tidak berperan sebagai pimpinan Unit 
Organisasi bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya,

12) Pejabat Pengawas tidak dapat membenkan penugasan 
kepada Pejabat Fungsional Ahli Madya, namun apabila 
dibutuhkan maka Kepala Dinas pengampu urusan 
pemerintahan bidang kesehatan dapat mendelegasikan 
kewenangan pengelolaan kmerja Pejabat Fungsional Ahli Madya 
kepada Pejabat Pengawas,

13) setelah mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk 
mengelola kmeija Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat 
Pengawas mengmtegrasikan Pejabat Fungsional Ahli Madya 
dalam penugasan baik secara Tim Kerja maupun Individu 
didalam Unit Organisasi yang dipimpmnya,

14) Pejabat Pengawas menetapkan kmerja Pejabat Fungsional Ahli 
Madya setelah melaksanakan koordmasi dengan Kepala Dmas 
Pengampu Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan selaku 
Pejabat Penilai Kmeija Pejabat Fungsional Ahli Madya 
Penetapan kmerja tersebut harus dikonsultasikan terlebih 
dahulu oleh Pejabat Pengawas kepada Direktur selaku 
atasan banding Pejabat Pengawas dan Kepala Bagian/ Kepala 
Bidang selaku Pejabat Penilai Kmerja Kepala Pejabat 
Pengawas, dan

15) Pejabat Pengawas menetapkan rekomendasi pemlaian 
kmerja Pejabat Fungsional Ahli Madya yang digunakan sebagai 
acuan Kepala Dmas pengampu urusan pemerintahan bidang 
kesehatan untuk membenkan pemlaian kmerja bagi Pejabat 
Fungsional Ahli Madya Penetapan rekomendasi pemlaian 
kmerja tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu oleh 
Pejabat Pengawas kepada Direktur selaku atasan banding 
Pejabat Pengawas dan Kepala Bagian/ Kepala Bidang selaku 
Pejabat Penilai Kmerja Kepala Pejabat Pengawas

M ekanism e Kerja

1) Tahap Perencanaan
Tahapan perencanaan dimulai dengan Kepala Dmas menyusun 

dan menetapkan rencana strategis penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten 
Berdasarkan penetapan rencana strategis dimaksud Direktur 
menyusun dan menetapkan perjanjian kmerja Perjanjian kmerja 
tersebut digunakan sebagai dasar penentuan Kepala Bagian/ 
Kepala Bidang sebagai penanggung jawab atas target kmeija 
tertentu Selanjutnya Kepala Bagian/ Kepala Bidang berdasarkan 
perjanjian kmerja yang telah ditetapkan dan dibagi oleh Direktur, 
Kepala Bagian/ Kepala Bidang akan membagi dan menunjuk 
Pejabat Pengawas sebagai penanggung jawab atas target kmerja 
tertentu Kepala Bagian/ Kepala Bidang memben arahan dan 
ekspektasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target 
kmerja tertentu kepada Kepala Pejabat Pengawas Atas arahan 
tersebut Pejabat Pengawas merumuskan strategi pencapaian target 
kmerja



2) Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan nncian 

pelaksanaan kegiatan Penyusunan nncian pelaksanaan kegiatan 
dilakukan dengan menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah 
disusun pada tahapan perencanaan oleh Tim Kerja atau Ketua Tim 
serta Individu Selanjutnya bagi pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan oleh tim kerja dilakukan pembagian peran bagi anggota 
tim Pembagian peran anggota tim dilakukan berdasarkan 
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional dan 
Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan 
kegiatan tersebut Kolaborasi dimaksud terkait smkromsasi data, 
kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal -  hal 
tersebut saja

Momtonng perkembangan dan pembenan umpan balik atas 
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu - 
waktu oleh Pejabat Pejabat Pengawas dan/atau Ketua Tim Pejabat 
Fungsional dan Pelaksana yang bekeija secara mdividu 
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas 
secara berkala atau pada saat ditemui permasalahan kepada 
Pejabat Pengawas Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai 
dengan target disampaikan kepada Pejabat Pengawas oleh Ketua 
Tim atau Individu

3) Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi, Pejabat Pengawas menmjau hasil 

pelaksanaan kegiatan Pejabat Tim Keija / Individu Hasil 
pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target dan 
ekspektasi disampaikan Pejabat Pengawas kepada Kepala Bagian/ 
Kepala Bidang Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai 
dengan target dan ekspektasi disampaikan Kepala Bagian/ Kepala 
Bidang kepada Direktur untuk ditmjau Pelaksanaan kegiatan 
dmyatakan selesai setelah Direktur menenma hasil pelaksanaan 
kegiatan dan dmyatakan telah sesuai dengan target dan ekspektasi 
yang diharapkan

Unit Orgamsasi yang dipimpm oleh pejabat administrator dengan 
pejabat pengawas sebagai Pejabat Pemlai Kmeija

Gambar 24
Unit Orgamsasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator dengan 

Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Pemlai Kmerja



a. K edudukan

Pada struktur diatas maka kelompok JF dan pelaksana 
berkedudukan berada di bawah Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Level 
2 yang berperan selaku Pejabat Pemlai Kmerja

Unit Organisasi yang menerapkan penggambaran tersebut adalah 
K ecam atan.

b. Penugasan

Gambar 25
Struktur penugasan pada Unit Organisasi dengan dua level struktur, 
dengan Pejabat pengawas sebagai Pejabat Level 2 menjadi Pejabat 

Pemlai Kmerja sekaligus sebagai Pimpman Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa
ketentuan sebagai benkut
1) Pejabat Administrator sebagai Pejabat level 1 akan menetapkan 

kmerja Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Level 2,
2) Pejabat Pengawas akan membenkan penilaian kmerja sekaligus 

membenkan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana,
3) Pejabat Pengawas berperan selaku Pejabat PemlaiKmerja 

sekaligus selaku Pimpman Unit Organisasi,
4) apabila terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda dalam Umt 

Organisasi, maka Pejabat Pengawas tidak berperan sebagai Pejabat 
Pemlai Kmerja, dan hanya berperan sebagai Pimpman Unit 
Organisasi yang membenkan penugasan dan melaksanakan 
pengelolaan kmeija bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda tersebut,

5) penilaian kmerja bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dilaksanakan 
oleh Pejabat Administrator,

6) Pejabat Pengawas menetapkan kmerja Pejabat Fungsional 
Ahli Muda setelah berkoordmasi dengan Pejabat Administrator 
selaku Pejabat Pemlai Kmerja bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda, 
dan

7) Pejabat Pengawas menetapkan rekomendasi penilaian kmerja 
Pejabat Fungsional Ahli Muda yang digunakan sebagai acuan oleh 
Pejabat Administrator selaku Pejabat Pemlai Kmeija bagi Pejabat 
Fungsional Ahli Muda untuk membenkan penilaian kmerja,



c. Alur M ekanism e Kerja

1) Tahap Perencanaan
Tahapan perencanaan dimulai dan Pejabat Administrator 

menyusun Perjanjian Kinerja Selanjutnya Pejabat Administrator 
akan memberikan arahan dan koordmasi untuk pelaksanaan 
kegiatan dan pencapaian target kinerja bersama Atas arahan dan 
ekspektasi tersebut kemudian Pejabat Pengawas merumuskan 
strategi pencapaian target kmerjanya

Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan 
Pejabat Fungsional atau pelaksana dan Unit Orgamsasi lam akan 
melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana lmtas unit Penyelesaian target kinerja dalam bentuk 
kegiatan dilakukan baik secara mdvidu ataupun tim kerja sesuai 
arahan dan ekspektasi target kinerja Pejabat Administrator

Selanjutnya Pejabat Admmistrator menentukan perlu atau 
tidaknya penunjukan ketua tim kerja untuk kegiatan yang 
dilakukan oleh tim kerja Pada tahapan terakhir dan proses 
perencanaan, Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja 
secara mdividu maupun tim kerja bersama Pejabat Administrator 
menyusun rencana pelaksanaan

Pejabat Pengawas menyampaikan arahan dan ekspektasi 
terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kmerjanya 
kepada Ketua Tim Kerja/ Individu untuk duntervensi, arahan atas 
target kinerja dan ekspektasi tersebut menjadi dasar penetapan 
target kinerja Tim Kerja/ Individu

2) Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dimulai dan penyusunan rmcian 

pelaksanaan kegiatan Rmcian pelaksanaan dilakukan dengan 
menguraikan kegiatan dan anggaran yang telah disusun pada tahap 
perencanaan oleh mdividu, tim kerja, atau ketua tim Selanjutnya 
bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja dilakukan 
pembagian peran bagi anggota tim Pembagian peran anggota tim 
dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/atau 
keterampilan

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
pelaksana baik yang berkerja secara mdividu ataupun tim kerja 
berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan 
tersebut Kolaborasi dimaksud terkait sinkromsasi data, kebijakan, 
dan pelaksanaan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja 

Momtormg perkembangan dan pembenan umpan balik atas 
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu- 
waktu oleh Pejabat Pengawas dan/atau Ketua Tim Hasil 
pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, 
disampaikan kepada Pejabat Pengawas oleh mdividu atau Ketua 
Tim



3) Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi, Pejabat Pengawas memnjau hasil 

pelaksanaan kegiatan Tim Kerja/ Individu Hasil pelaksanaan 
kegiatan yang belum sesuai dengan target dan ekspektasi
dikembalikan untuk disesuaikan kembali Hasil Pelaksanaan 
Kegiatan yang sudah sesuai dengan target dan ekspektasi
disampaikan Pejabat Pengawas kepada Pejabat Administrator 
(Pejabat Level 1) Pelaksanaan kegiatan dmyatakan selesai setelah 
Kepala Pejabat Administrator (Pejabat Level 1) menenma hasil 
pelaksanaan kegiatan dan dmyatakan telah sesuai dengan target 
dan ekspektasi yang diharapkan

BUPATI PACITAN
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2 0 2 3
TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PACITAN UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

A. Form at Perm intaan A nggota Tim  Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

J1.................................................................... No. Telp
PACITAN

Pacitan, 2023 

Kepada
Yth Sdr (Kepala PD yang dituju)

Di
PACITAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dmas /
Badan , dengan hormat disampaikan hal hal benkut
1 Perlu dibentuk tim kerja yang terdiri dan pejabat/pegawai di 

lingkungan Pemermtah Kabupaten Pacitan
2 Sehubungan dengan Pom diatas, diharapkan saudara menugaskan 

nama pejabat/pegawai pada unit kerja saudara untuk menjadi 
anggota dan tim kerja pada Dmas / Badan benkut jabatan yang 
kami perlukan dalam rangka mendukung kegiatan dimaksud
No NAMA JABATAN JUMLAH

1 Analis

2 Penyusun
dst

Nomor / / 408 /2023
Sifat Segera
Lampiran —
Penhal Permintaan Anggota Tim Kerja

Dalam hal koordmasi dan mformasi lebih lanjut dapat 
menghubungi (Ketua Tim Kegiatan) melalui sdr/sdn

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 
kami ucapkan tenmakasih

KEPALA PERANGKAT DAERAH 

Ttd

NAMA
NIP

PANGKAT



B. Form at Persetujuan Anggota Tim  Kerja

Nomor
Sifat
Lampiran
Penhal

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

J1.................................................................... No. Telp
PACITAN

SURAT TUGAS
Pacitan, 2023

Kepada
Yth Sdr (Kepala PD yang dituju)

Di
PACITAN

Memndaklanjuti surat saudara nomor tanggal
penhal , pada dasamya kami menyutujui dan mengijmkan pegawai 
di bawah mi
1 Nama 

Pangkat/gol 
NIP
Jabatan

2 Nama 
Pangkat/gol 
NIP
Jabatan
Dst

Untuk menjadi anggota tim kegiatan pada Dmas/Badan 
demi kelancaran pelaksanaan kegiatan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 
kami ucapkan tenmakasih

Segera

Persetujuan Anggota Tim Kerja

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Ttd

NAMA
NIP

PANGKAT



C. FORMAT PENUGASAN INDIVIDU

Dasar

Kepada

Untuk

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

J1.................................................................... No. Telp
PACITAN

SURAT TUGAS 

NOMOR....................

MEMERINTAHKAN

Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan

1
2

3

P a c ita n ,........... 2 0 2 3
PEMILIK KINERJA,

Nama



D. FORMAT PENUGASAN TIM (DALAM UNIT ORGANISASI)

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

J1.................................................................... No. Telp
PACITAN

SURAT TUGAS
NOMOR

Dasar

MEMERINTAHKAN
KETUA TIM 

Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan 

ANGGOTA TIM
1 Nama 

Pangkat/gol 
NIP
Jabatan

2 Nama 
Pangkat/gol 
NIP
Jabatan
dst

Untuk
1 Melaksanakan kegiatan pada (Nama PD) mulai tanggal

dikeluarkannya surat tugas ini sampai tanggal
2 Menynsun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian 

target kmerja,
3 Menyusun nncian pelaksanaan kegiatan dan pembagian peran dal am tim
4 Ketua Tim melakukan monitoring dan melaporkan kepada Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama/Administrator secara berkala
5 Ketua tim menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pimpinan 

Tmggi Pratama/Administrator

Demikian Surat Tugas mi, untuk dilaksanakan sebagaimana mestmya
P a c ita n ,........ 2 0 2 3
PEMILIK KINERJA

Nama



E. FORMAT PENUGASAN TIM (LINTAS UNIT ORGANISASI)

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

J l .................................................................... No. Telp
PACITAN

SURAT TUGAS

KEPUTUSAN KEPALA........ (PERANGKAT DAERAH)
NOMOR...........................

TENTANG

TIM KERJA

Memmbang a bahwa ,
b bahwa ,
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dal am huruf a, maka dipandang perlu 
menetapkan Keputusan tentang Tim
Kerja

Mengmgat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara,

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015,

4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 76 Tahun 2021,

5 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten 
Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018,

6 Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem 
Kerja Pada Instansi Pemenntah Untuk Penyederhanaan 
Birokrasi,

7 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021
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M enetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

(Untuk peraturan perundang-undangan lain yang menjadi 
dasar penyusunan SK dapat ditambahkan sesuai urutan 
peraturan-perundang-undangan)

MEMUTUSKAN :

Tim dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan mi

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU” 
Keputusan mi mempunyai tugas 
Ketua Tim 
a 
b
c .
Anggota Tim 
a 
b 
c
(Catatan uraian tugas anggota dan ketua tim dapat dibagi 
sesuai peran masmg-masmg)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH 

ttd

NAMA



LAMPIRAN : 
KEPUTUSAN 
NOMOR : 
TENTANG ....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA

No JABATAN DALAM TIM NAMA JABATAN DALAM DINAS

1 2 3 4

1 K etua Tim  K egiatan... — —

2 Anggota Tim —
—

— —

— —

—
—

— —

—
—

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA

(Catatan apabila terdapat pembagian peran anggota tim, susunan keanggotaan 
disesuaikan dengan pembagian peran pada uraian tugas yang tercantum pada 
batang tubuh SK)



F. Form at Pelaporan H asil Kerja Tim  Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

J1.................................................................... No. Telp
PACITAN

Surat Tugas

NOTA PELAPORAN HASIL TIM KERJA

Kepada
Dari (TIM KERJA )
Sifat
Nomor
Tanggal
Lampiran
Perihal Laporan Hasil Tim Kerja

1
2

3

P a c ita n ,................ 2 0 2 3

KETUA TIM KERJA,

Nama



G. Form at Pelaporan H asil Kerja Individu

'TW '

%ssw
PEMBRINTAH KABUPATEN PACITAN 

(NAMA PERANGKAT DAERAH)
J1.................................................................... No. Telp

PACITAN

Surat Tugas

NOTA PELAPORAN HASIL KERJA INDIVIDU
Kepada
Dari (Nama Individu)
Sifat
Nomor
Tanggal
Lampiran
Penhal Laporan Hasil Kerja Individu

1
2
3

P acitan,

Nama Individu

BUPATI PACITAN 

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

dengan aslinya 
an Hukum,

Sos, M Si
Tmgkat I 

03 198903 1006


